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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

A. Kesimpulan  

1. Syarat pembatalan merek adalah ada persamaan elemen secara keseluruhan, 

Persamaan jenis atau produksi kelas barang atau jasa, Persamaan wilayah dan 

segmen pasar, Persamaan cara dan perilaku pemakaian dan Persamaan cara 

pemeliharaan, Putusan Nomor : 39/Pdt.Sus-Merek/2019/PN.Niaga.Jkt.Pst. 

Penggugat mengajukan gugatan ini untuk mendapatkan keadilan dan 

kepastian hukum yang seharusnya diperoleh oleh Penggugat selaku pihak 

yang paling berhak atas merek BIOAQUA dan bukan pihak Tergugat di mana 

Tergugat memperoleh merek BIOAQUA dengan itikad tidak baik oleh karena 

faktanya Penggugat telah lebih dahulu mengajukan permohonan pendaftaran 

merek daripada Tergugat dan juga telah mendapatkan izin dari pihak prinsipal 

untuk mendaftarkan merek BIOAQUA berdasarkan Letter of Appointment 

yang akan ditandatangani oleh pihak principal apabila Penggugat telah tercatat 

sebagai pemilik merek BIOAQUA. Keterkaitan prinsip itikad baik (good 

faith) pada pembatalan merek terdaftar adalah karena wujud perlindungan dari 

negara terhadap pendaftaran merek tersebut hanya dapat didaftarkan atas dasar 

permintaan yang diajukan pemilik merek yang beritikad baik atau dikenal 

dengan prinsip Good Faith. 

2. Akibat hukum yang timbul dari pembatalan merek adalah poncoretan merek 

tersebut dari Daftar Umum Merek Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual 

yang mengakibatkan berakhirnya perlindungan terhadap merek tersebut, selain 
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berakhirnya perlindungan terhadap merek tersebut, berakibat juga pada 

penerima lisensi, yang mana perjanjian lisensi tersebut harus juga dianggap 

telah berakhir. Putusan Nomor 72/PDT.Sus-Merek/2019/PN.Niaga.Jkt.Pst, 

menyatakan batal pendaftaran merek-merek “pure baby” milik Tergugat 

dengan Nomor Pendaftaran IDM000598334, Nomor Pendaftaran 

M000598335, Nomor Pendaftaran IDM000598336 dan Nomor Pendaftaran 

IDM000598337.  Memerintahkan Turut Tergugat untuk melaksanakan 

pembatalan pendaftaran merek “pure baby” atas nama Tergugat dengan Nomor 

Pendaftaran IDM000598334, Nomor Pendaftaran IDM000598335, Nomor 

Pendaftaran IDM000598336 dan Nomor Pendaftaran IDM000598337 dengan 

cara mencoret pendaftaran merek-merek tersebut dari Daftar Umum Merek dan 

mengumumkannya dalam Berita Resmi Merek. 

 

B. Saran 

1. Diperlukannya ketelitian Direktorat Jendral Hak Kekayaan Intelektual, 

Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia dalam memeriksa permohonan 

pendaftaran merek mengenai nama, logo, termasuk desain merek. Bagi para 

pelaku usaha hendaklah mendaftarkan mereknya dengan itikad baik, dan 

kejujuran agar mereknya terhindar dari pembatalan merek.  

2. Pemerintah dalam hal ini Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual lebih 

berhati-hati dan memperhatikan proses pemeriksaan pendaftaran merek, 

sehingga terhindar dari kesalahan yang bisa berakibat pada pembatalan merek, 

dan lebih menjamin perlindungan hak terhadap para pemegang merek terdaftar. 
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